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ABSTRAK 
 

Annastasya Fitriani Sani (2023) :  Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2017  tentang Retribusi Pelayanan 

Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah 

(Study Kasus di Pasar Rumbai 

Pekanbaru) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena para pedagang di pasar Rumbai 

dalam pemungutan retribusi belum melaksanakan dengan baik Peraturan Daerah 

kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana 

pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di pasar Rumbai Pekanbaru berdasarkan 

peraturan daerah Pekanbaru nomor 8 tahun 2017, bagaimana kendala Peraturan 

Daerah nomor 8 tahun 2017 di pasar Rumbai, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah 

terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan peraturan daerah 

nomor 8 tahun 2017.  

Jenis penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field 

Research) dilakukan di pasar Rumbai Pekanbaru. Subjek dalam penelitian adalah 

Dinas Pasar, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pasar dalam 

perspektif fiqh siyasah, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2017 UPT melakukan pengontrolan, khususnya pada jam-

jam operasional yang diterapkan kepada para pedagang di pasar untuk untuk 

memastikan pedagang melaksanakan kewajiban kebijakan yang diberikan sesuai 

peraturan daerah ketika memungut retribusi, namun dalam pelaksanaannya belum 

berjalan dengan baik karena masih banyak pedagang yang tidak membayar 

retribusi karena keadaan ekonomi yang tidak stabil dan kondisi pasar sepi. 

Ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 

8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah 

menjunjung tinggi prinsip kemaslahatan rakyat. Peraturan atau kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah di upayakan agar para pedagang bisa 

mematuhi dan menumbuhkan kesadaran diri dalam membayar kewajiban 

retribusi. 

 

Kata Kunci : Retribusi, Pelayanan Pasar, Fiqh Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, 

maka Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan 

pemerintahan. Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membuat 

kebijakan daerah, guna memberikan pelayanan yang bertujuan pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 

Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan 

pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan pemerintah 

daerah, atau pembayaran tersebut didasarkan pada pelayanan yang diberikan 

pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga 

masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.
1
 Agar 

dapat dipungut secara efektif, pemahaman terhadap masyarakat, petugas 

pemungutan Retribusi, dan setiap pihak yang berkaitan dengan 

pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak dan Retribusi 

Daerah.
2
 

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa 

umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi 

                                                             
1
 Rani Agusmita,“Mekanisme Pemungutan Retribusi Daerah Pada Pedagang Kaki 

Lima”, Pekanbaru, h.7-8. 

2
 Abdul Rajab, “Kontribusi Retribusi Pasar, Volume.,1, No., 2, (2020), h.3.    



2 

 

 

pelayanan pasar juga memberikan banyak manfaat baik untuk pengguna pasar 

maupun pemerintah daerah itu sendiri. Manfaat retribusi bagi pengguna pasar 

antara lain untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal 

penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa halaman 

atau pelataran, kios dari pemerintah.
3
 

Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pelayanan Pasar kota Pekanbaru 

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar. Di dalam pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar, yang 

berwenang adalah Dinas Pasar melalui unit pasar yang berada di pasar-pasar 

tertentu, bahwa adanya pemberian jasa berupa pengaturan dan penertiban 

tempat berdagang bagi para pedagang sesuai dengan lokasi yang tersedia dan 

jenis-jenis dagangan yang dijual baik di kios, Los, pelataran dengan tujuan 

tertib dan teraturnya pasar. Para pedagang diwajibkan untuk membayar uang 

retribusi dan harus mematuhi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai 

dengan peratura daerah yang berlaku.
4
 

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah yang menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik ekonomi yang 

nampaknya akan memberikan harapan yang lebih baik bagi daerah untuk 

dapat mengembangkan diri. Pemberian kewenangan kepada pemerintah 

daerah baik berupa kebijakan otonomi daerah Kabupaten untuk dapat 

                                                             
3
 Djein leasiwal, Alden laloma, Novie palar, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan asli Daerah”, (Marotai: 2018), h.2 

4
 Visca Ayuni, “Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Lampung: 

2020), h.20 
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meningkatkan kemampuan dalam membiayai kegiatan pembangunan dengan 

kapasitas fiskal yang dimiliki daerah.  

Pemberian otonomi daerah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, 

terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap 

masyarakat. Salah satu penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sebagai modal untuk 

penyelenggaraan segala urusan pemerintah. Hal ini sesuai dengan hak dan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 22 Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah diwujudkan dalam bentuk 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam system 

pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut 

dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan 

taat pada peraturan perundang-undangan.
5
 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus bisa menjadi bagian keuangan 

daerah terbesar dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam system 

pemerintahan yang diperlukan untuk memenuhi belanja rutin termasuk 

membiayai seluruh kegiatan pembangunan daerah. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tetang perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli 

Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil 

                                                             
5
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), Pasal 22 dan 23 
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retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah lainya yang dipisahkan lain-lain.
6
 

Dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan 

bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang 

bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi 

daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Dengan 

demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa pemerintah daerah 

perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan 

tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan mutu dan jenis 

pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah 

memahami dan memenuhi kewajiban.
7
 

Dalam Islam telah diatur bahwa kita bukan hanya harus mematuhi 

aturan-aturan hukum yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Tetapi, kita juga 

harus mematuhi aturan Pemerintah atau pemimpin yang biasa disebut dengan 

Ulil Amri. apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu 

pemimpin maka hal tersebut jelas telah melalaikan yang telah Allah tetapkan. 

Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam al-Qur’an surah An-Nisa: 59 

sebagai berikut : 

                                                             
6
 Muhammad Safar Nasir, “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah 

Satu Dekade Otonomi Daerah”, Volume., 2 No., 1, 2019, h. 4 

7
 Nurul Hariyanti A, “Analisis Pemungutan Retribusi Pasar”, (Pekanbaru: 2017), h.2 
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رِ مِنكُمأ ۖ فئَنِ  مَأ سُىلَ وَأوُ۟لِى ٱلْأ َ وَأطَِيعُىا۟ ٱلرَّ ا۟ أطَِيعُىا۟ ٱللََّّ أيَُّهاَ ٱلَّذِينَ ءَامَنىَُٰٓ
َٰٓ ءٍ يَ  تمُأ فىِ شَىأ زَعأ تنََ 

سَنُ تَ  لكَِ خَيأرٌ وَأحَأ ءَاخِرِ ۚ ذَ  مِ ٱلأ ِ وَٱلأيىَأ مِنىُنَ بٱِللََّّ سُىلِ إِن كُنتمُأ تؤُأ ِ وَٱلرَّ وهُ إلِىَ ٱللََّّ أأوِيلً فرَُدُّ  

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
8
 

 

M. Quraish Shihab seorang ulama tafsir di dalam kitab tafsirnya tafsir 

Al-Mishbah berpendapat, bahwa ayat diatas mengandung informasi tentang 

dalil-dalil hukum syari’at yaitu Al-Qur’an dan Sunnah yang disampaikan 

melalui perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kemudian Ijma’ 

yang disyaratkan dengan ulul al-amri minkum, lalu analogi atau qiyas yang 

dipahami dan perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam 

Al-Qur’an dan Sunnah, dan tentunya dilakukan dengan cara berijtihad.
9
 

Seperti urusan-urusan parsial yang terjadi dalam kehidupan manusia 

sepanjang perjalanan dan dalam generasi yang berbeda-beda pemikiran dan 

pemahaman dalam menanggapinya. Untuk itu semua, diperlukanlah 

timbangan yang mantap agar menjadi tempat kembalinya akal, pikiran, dan 

pemahaman mereka. Allah wajib ditaati diantara hak prerogatif  uluhiyah ialah 

dalam menetapkan Syariat. Maka. Syariat Allah wajib dilaksanakan. Orang-

orang yang beriman wajib taat pula kepada Rasulullah karena tugasnya adalah 

mengemban Risalah dari Allah, karena itu menaati Rasulullah berarti menaati 

                                                             
8 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, Q.S An-Nisa: 59 
 
9
 Sulaiman Kurdi, Dkk, “Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah 

An-Nisa: 59, (Analisis Tafsir-Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir)”, Journal of 

Islamic Law and  Studies, Volume., 1 No.,1 (Juni, 2017), h. 34-35 
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Allah. Dan Allah telah mengutus Rasul untuk membawa Syariat dan 

menjelaskannya kepada manusia di dalam Sunnahnya. Sunnah dan keputusan 

beliau dalam hal ini adalah bagian dari Syariat Allah yang wajib dilaksanakan. 

Iman itu ada atau tidaknya tergantung pada ketaatan dan pelaksanaan syariat 

ini.
10

 

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa selain taat kepada Allah SWT, 

RasulNya, dan juga ulil amri. 

رِ مِنأكُمأ  مَأ  وَأوُليِ الْأ
Artinya: “dan ulil amri di antara kamu.” 

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Atha’, Hasan Al Basri dan Abul 

Aliyah, ulil amri (أولي الْمر) adalah para ulama. menurut Ibnu Katsir, ulil amri 

itu bersifat umum baik pemerintah maupun ulama. Sedangkan menurut Syaikh 

Wahbah Az Zuhaili dalam tafsir Al- Munir, ulil amri adalah pemimpin dan 

para ulama. ketaatan kepada ulil amri harus berada dalam bingkai ketaatan 

kepada Allah dan Rasul-Nya tidak boleh bertentangan, tidak boleh taat dalam 

perkara maksiat.
11

 

Adapun makna yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 59 bahwa 

Allah memerintahkan kaum muslimin untuk patuh dan taat kepada-Nya dan 

kepada orang yang memegang kekuasaan agar tercipta kemaslahatan umum. 

Orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya taat kepada Allah. Sebab 

tidak ada satupun perintah Rasulullah yang bertentangan dengan perintah 

                                                             
10

 https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-59-bentuk-dukungan-rasulullah-

terhadap-pemibentukmpin-dan-ulama/ Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 Pukul 14.00 WIB 

11
 https://bersamadakwah.net/surat-an-nisa-ayat-59/  Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 

Pukul 14.00 WIB 

https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-59-bentuk-dukungan-rasulullah-terhadap-pemibentukmpin-dan-ulama/
https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-59-bentuk-dukungan-rasulullah-terhadap-pemibentukmpin-dan-ulama/
https://bersamadakwah.net/surat-an-nisa-ayat-59/
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Allah. Dan ketaatan kepada para pemimpin hanya ketika perintahnya tidak 

bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Jika ulil amri 

memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban taat 

kepadanya. 

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar harus dilaksanakan dengan 

baik sesuai dengan Peraturan Daerah agar memperoleh pemanfaatan hasil 

yang optimal untuk kesejahteraan bersama. adapun hal yang paling nyata salah 

satunya adalah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar Retribusi Pelayaan pasar 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing daerah pemungut. 

Untuk pemungutan di kota Pekanbaru dasar hukumnya yaitu :  

a. Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang Diatur oleh Pemerintah Kota. 

b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 

tentang pengelolaan pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kota 

Pekanbaru.
12

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2017  Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru) pasal 8 

ayat (1) – (4) yang berbunyi :  

                                                             
12

 Tio Karolina Damanik, “Rasionalisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru”, 

(Pekanbaru: 2020), h.2. 
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(1) Besaran Retribusi dinyatakan dalam Rupiah (Rp) Per Meter Per Segi (M2) 

sesuai dengan luasan jenis objek Retribusi yang ditempatinya 

(2) Setiap pedagang yang menempati jenis objek Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Retribusi yang dibayarkan untuk 

setiap bulannya tanpa terkecuali. 

(3) Setiap pedagang wajib membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) untuk setiap bulannya pada awal bulan yang bersangkutan.  

(4) Besaran Retribusi yang harus dibayarkan oleh pedagang untuk jenis objek 

yang ditempatinya adalah sebagai berikut : 

Tabel  I.1 

Retribusi Pasar Berdasarkan Peraturan  

Daerah Nomor 8 Tahun 2017 

No Jenis Objek Retribusi 
Satuan Tarif Retr ibusi Pelayanan Pasar 

Kota Pekanbaru 

1. Kios Rp. 11.000,- Per Meter Luas Kios/Bulan 

2. Lapak Rp. 45.000,-/bulan 

3. Kaki Lima Rp. 45.000-/bulan atau Rp.2000,-/ hari 
13

 

Sumber data : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  

Pada pelaksanaan pemungutan Retribusi di pasar Rumbai, jumlah dan 

pemungutan retribusi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru.  

sistem pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Rumbai dilaksanakan 

dengan cara bayar bulanan dan pertahun, lalu diserahkan langsung ke bagian 

bendahara. Pemungutan retribusi harus dipahami oleh para pedagang sebagai 

sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh Daerah untuk meningkatkan 

                                                             
13

 Lembaran Daerah Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 

2017  Pasal 8 ayat 1- 4 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 
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kesejahteraan masyarakat di Daerah dengan memberikan penyuluhan 

mengenai kewajiban dan tujuan retribusi pelayanan pasar. 

Dengan melihat masih belum efektif dalam Pemungutan Retribusi 

Pelayanan di Pasar Rumbai maka penulis tertarik untuk meneliti judul tentang 

“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017  tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar 

Rumbai Pekanbaru)”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

pembahasan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu 

mengenai Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rumbai kota 

Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2017 yang 

dilaksanakan pada tahun 2022, serta tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Pasar di Pasar Rumbai 

Pekanbaru 

C. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Pemungutan retribusi pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah 

(Studi Kasus di pasar Rumbai Pekanbaru)? 

2. Bagaimana kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 

di pasar Rumbai? 
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3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 

nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif 

Fiqh Siyasah? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar 

di Pasar Rumbai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2017 

b. Untuk mengetahui kendala/hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

nomor 8 tahun 2017 di pasar Rumbai  

c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan 

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rumbai Pekanbaru 

berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2017 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman ilmiah terhadap penerapan Peraturan Daerah mengenai 

Pemungutan Retribusi pelayanan pasar dan tinjauan fiqh siyasah 

terhadap penerapan peraturan tersebut. 

b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam meraih gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Konsep Teoritis 

1. Pengertian Pelaksanaan  

Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak 

pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta 

yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan.
14

 

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana  dan dilengkapi segala kebutuhan, 

alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu 

prosese rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau 

kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi 

kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
15

 

2. Pemungutan 

 Menurut kamus umum bahasa indonesia yang dimaksud dengan 

pemungutan itu adalah suatu perbuatan hal, cara atau proses dalam 

memungut iuaran pajak/retribusi
16

. sedangkan menurut Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 

                                                             
14

 Astrella Janice, “Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan 

Malinau Barat Kabupaten Malinau”, Volume.,3 No.,3 (2015), h.3 

 
16

 https://kbbi.web.id/pemungutan, Diakses pada 28 Mei 2023 Pukul 23.00 WIB 

https://kbbi.web.id/pemungutan
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ayat 49 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemungutan adalah 

suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek 

pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau 

wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17

 

3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang 

diperolah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan 

daerah, dan lain-lain yang sah. Definisi lain Pendapatan Asli Daerah 

adalah sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan 

melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah lainnya yang dipisahkan. 

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah peneriman yang 

diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 

33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) 

menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan 

                                                             
17

 https://repository.uin-suska.ac.id/2729/4/BAB%20III.pdf Diakses pada 29 Mei 2023, 

Pukul 22.00 WIB 

https://repository.uin-suska.ac.id/2729/4/BAB%20III.pdf
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otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan 

Desentralisasi.
18

 

Retribusi Daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan 

kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam 

menggli potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis 

retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
19

 

4. Pengertian dan Bentuk Pasar 

a. Pasar 

Pasar adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli 

untuk melakukan transaksi jual-beli, baik itu barang maupun jasa. 

Pasar dalam ilmu ekonomi adalah jumlah permintaan dan juga 

penawaran pada barang atau jasa tertentu.
20

 

Adapun pengertian pasar menurut para ahli, 

1) William J. Stanton 

Menurut willian J.Stanton, pasar adalah sekumpulan orang 

yang ingin meraih kepuasan dengan menggunakan uang untuk 

                                                             
18

 Achmad Sani Alhusain, Ariesy Tri Mauleny, dkk, “Kebijakan dan Strategi 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional”, (Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia, 2018), Cet. Ke-2, h.19 

19
 Ibid., h. 21 

20
 Husein Umar, “Business An Introduction”, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 

2003), Cet.Ke-2, h.129  
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berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang 

tersebut. 

2) Kotler dan Amstrong 

Menurut Kotler dan Amstrong, pasar adalah sejumlah 

pembeli actual dan juga potensial dari sebuah produk atau jasa. 

Besarnya pasar tergantung pada jumlah orang yang punya 

kebutuhan dan mau melakukan transaksi. Banyak pemasar yang 

menganggap bahwa pembeli dan penjual adalah sebuah pasar, 

dimana pembeli akan menerima produk/jasa yang diinginkan 

setelah melakukan pembayaran.
21

 

3) Simamora 

Menurut Simamora, pasar adalah sekumpulan orang yang 

memiliki kebutuhan dan keinginan terhadap produk tertentu, 

memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli produk 

tersebut, dan memiliki kesempatan memutuskan membeli sebuah 

produk.
22

 

Jadi, berdasarkan pernyataan diatas pasar adalah area 

tempat jual beli barang/jasa dengan penjual lebih dari satu orang 

yang didalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan 

(pembeli) dan penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan 

jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 

                                                             
21 Elpisah, “Pengantar Ekonomi Mikro”,  CV.Pena Persada, (Jawa Tengah: 2022), h.158 

22
 Ibid., h.159 
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b. Fungsi Pasar 

Pasar mempunyai lima fungsi utama. Kelima fungsi ini 

menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap 

sistem ekonomi, 

1. Pasar menetapkan nilai (sets value). Dalam ekonomi pasar, harga 

merupakan ukuran nilai. Fungsi ini memecahkan masalah 

penentuan apa yang harus diproduksi oleh suatu perekonomian 

2. Pasar mengorganisasikan produksi. Dengan adanya harga-harga 

faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen 

(entrepreneur) memilih metode produksi yang paling efisien. 

3. Pasar mendistribusikan barang. Hal ini menyangkut pertanyaan 

untuk siapa barang dihasilkan. Kemampuan seseorang untuk 

membeli barang tergantung pada pendapatannya 

4. Pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan (rationing). 

Penjatahan adalah inti dari adanya harga. Karena jumlah produksi 

yang tersedia dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu 

terbatas jumlahnya, maka jumlah tersebut haruslah dibagi-bagi 

sehingga dapat “cukup” dalam jangka waktu tertentu itu. 

5. Pasar mempertahankan dan menyediakan barang dan jasa untuk 

yang akan datang. Tabungan (saving) dan investasi (investment) 

semuanya terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha 

mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian.
23

 

                                                             
23

 http://repository.ut.ac.id/3923/1/ESPA4211-M1.pdf Diakses pada tanggal 12 Maret 

2023 pukul 23:10 WIB 

http://repository.ut.ac.id/3923/1/ESPA4211-M1.pdf
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5. Konsep Retribusi Daerah 

a. Pengertian Retribusi 

Retribusi merupakan pungutan daerah atas pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi 

atau badan.
24

 menurut J. Wayong Retribusi adalah pungutan yang 

dilakukan oleh suatu pemerintah atas jasa yang disediakan dengan 

membawa manfaat untuk pemakaian sarana yang telah disediakan oleh 

pemerintah.
25

 

Retribusi juga merupakan pungutan sumber daya ekonomi oleh 

pemerintah kepada warga Negara dan digunakan untuk melaksanakan 

tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu penarikan 

retribusi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini 

dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut. 

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-

undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 

2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah 

3. Pihak yang membayar retribusi  mendapatkan kontra prestasi 

(balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas 

pembayaran yang dilakukannya. 

                                                             
24

 Dwi Arini Nursansiwi, Megasuciati Wardani dkk, “Strategi Peningkatan Retribusi 

Daerah”, (Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia, 2023), Cet. Ke-1, h.14 

25
 Ibid., h.13 
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4. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara 

ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan 

memeprolehjasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
26

 

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam pasal 1 

menjelaskan pengertian Retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27

  

Secara singkat dapat dikatakan bahwa retribusi merupakan 

pembayaran iuran kepada Negara atau pemerintah dengan 

memeperoleh imbalan yang dapat ditunjuk atau dirasakan secara 

langsung. 
28

 

Unsur yang melekat pada pengertian Retribusi adalah: 

1. Iuran atau pungutan 

2. Dipungut oleh Negara 

3. Dipungut berdasarkan undang-undang 

4. Sifatnya dapat dipaksakan 

5. Adanya kontaprestasi.
29

 

b. Objek dan Golongan Retribusi 

Menurut Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah yang termasuk objek dan golongan retribusi yaitu: 

                                                             
26

 Marihot P. Siahaan, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo 

Persada), h.6-7 

27
 Dwi Arini Nursansiwi,“Strategi Peningkatan Retribusi Daerah”, (Kediri: 2023), h.13-

14 

28
 Effendie, “Keuangan Negara”, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h.143  

29
 Yasser Arafat dkk, “Buku Ajar Hukum Pajak”, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h.3 
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a. Retribusi Jasa Umum 

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang 

disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau umum. Objek retribusi jasa umum adalah 

pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau badan.
30

 

b.  Retribusi Jasa Usaha  

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip 

komersial yang meliputi pelayanan dengan mengguankan/ 

memanfaatkan kekayaan daerah yang yang belum dimanfaatkan 

secara optimal. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang 

disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan menganut 

prinsip komersial.
31

 

c. Retribusi Jasa Perizinan 

Objek Retribusi Jasa Perizinan yaitu biaya kewenangan 

pemerintahan yang diserhkan kepada daerah dalam rangka 

melindungi kepentingan umum.
32

 

                                                             
30

 Marihot P. Siahaan, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, (Jakarta: Pt.RajaGrafindo 

Persada), h.437  

31
 Ibid., h.441 

32
 Citra Kurnia Akbar, Imam Hanafi, “Kebijakan Perizinan”, (Malang: Universitas 

Brawijaya Press (UB Press, 2012), h. 29  
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c.  Konsep Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar 

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UU PDRD, objek Retribusi 

pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ 

sederhana, berupa pelataran, los, kios, pedagang kaki lima (PKL) yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk 

pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi tersebut adalah pelayanan 

fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
33

 

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari para 

pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin 

penempatan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan 

pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini 

disebabkan karna kesadaran para pedayang membayar retribusi yang 

terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. 
34

 

Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas penyediaan 

fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. fasilitas yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah tersebut dapat berupa 

pelataran/halaman, los, kios. fasilitas ini disediakan bagi pedagang. 

Pedagang yang menggunakan fasilitas pasar Pemerintah Daerah 

dibebankan pembayaran retribusi pasar, besaran tarif yang dibayar 

diukur menurut tingkat penggunaan jasa. 
35

 

 

                                                             
33

 Ida Zuraida, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h.95 

34
 Zuni miftakhur Rohmah, Lailatus Sa’adah, “Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah 

dalam Menunjang PAD”, (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), 

2021), Cet. Ke-1, h.5  

35
 Dharma Hammam Nur Mubarok, “Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”, Volume., 

18, No., 2, (2016), h.16 
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Menurut Ahmad Yani, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan 

fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa peralata, los yang 

dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. 

Sedangkan menurut Mahmudi, retribusi pasar adalah pungutan sebagai 

pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, 

atau toko di kawasan pasar atau tempat perdagangan umum yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan 

Retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum dan pasar hewan.
36

 

Menurut Sunarto, Retribusi Pasar adalah pungutan yang 

dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai 

pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, 

counter/Los, dasaran, dan halaman yang disediakan di dalam pasar 

daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya 

yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter 

dari pasar tersebut. 
37

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang 

Retribusi Pelayanan Pasar disebutkan bahwa obyek retribusi pelayanan 

pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa 

pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus 

disediakan untuk pedagang.  

                                                             
36

 Dani Rachman, Muhammad Iqbal, Dkk, “Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar 
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Santoso menyatakan bahwa retribusi pelayanan pasar 

merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang 

memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah bagi kabupaten/kota. 
38

 

Dari beberapa pemaparan tentang definisi retribusi pelayanan 

pasar di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi pelayanan pasar 

adalah iuran wajib yang dikenakan bagi para pedagang atas balas jasa 

karena telah memanfaatkan fasilitas pasar yang disediakan oleh 

pemerintah daerah yang besarnya tarif telah ditentukan dengan 

peraturan daerah.
39

 

Menurut Mahmudi, Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan 

sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 

kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum 

yang disediakan oleh pemerintah daerah.  
40

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi pelayanan pasar adalah 

penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk pedagang yang 

berupa pelataran, kios, los dan tempat lain yang mendukung 

berjalannya proses jual beli.
41
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d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemungutan Retribusi 

Pasar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar menurut 

Soejamto adalah sebagai berikut:  

1)  Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “tax base” 

yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya 

beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi. Subyek 

retribusi di sini adalah para pedagang yang berjualan di dalam 

pasar dan berada di sekitar pasar. Obyek retribusi yang dimaksud 

adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran.  

2) Tarif Retribusi Dalam menentukan tarif retribusi harus bersifat 

progresif. Tarif harus berdasarkan lokasi/tempat untuk berdagang, 

pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori 

strategis dan nonstrategis yang ditentukan oleh letak tempat yang 

berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran serta luas 

tempat yang digunakan oleh pedagang.
42

 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi 

dari sisi pedagang yaitu: 

1. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar  

Dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam 

retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi / tempat untuk 

                                                             
42

 Zainuddin Ruddin, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemasukan Retribusi Pasar 
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berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam 

kategori strategi dan nonstartegi yang ditentukan oleh letak tempat, 

yang berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta 

luas tempat yang digunakan oleh pedagang.  

2. Kualitas Tingkat Pelayanan  

Kualitas pelayanan merupakan suatu strategi yang sangat 

penting bagi keberhasilan dan keberlangsungan suatu organisasi baik 

itu bersifat bisnis maupun pelayanan publik.  

3. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Retribusi  

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu 

menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. 

Sedangkan pemahaman adalah kemampuan menangkap makna dan arti 

dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan 

tentang retribusi merupakan penalaran dan penangkapan makna 

tentang retribusi.  

4. Kemauan Membayar Retribusi  

Kemauan membayar retribusi dikembangkan melalui dua sub 

konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep retribusi. 

Pertama, konsep kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang 

berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan 

suatu perilaku untuk tercapainya tujuan tersebut. 

Sedangkan kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana 

seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu 

untuk memperoleh barang dan jasa. kedua, konsep retribusi yaitu pungutan 
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sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. Sehingga, kemauan membayar retribusi 

(willingness to pay retribution) dapat diartikan suatu nilai yang rela 

dikorbankan atau dibayarkan oleh seseorang (yang ditentukan dengan 

peraturan) karena telah menikmati atau memanfaatkan pelayanan yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah.
43

 

6. Peraturan Daerah  

a. Pengertian Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah (gubernur, atau bupati/walikota).
44

 

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan 

perundangundangan merupakan bagian dari pembangunan sistem 

hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila 

didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi 

teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Perda dibentuk 
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karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari 

peraturan-undangan yang lebih tinggi.
45

 

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan 

Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum 

nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan 

landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 

ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.
46

 

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah 

setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih 

tinggi derajatnya.
47

 Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka 

peraturan daerah itu harus jelas dalam pengertian tidak menimbulkan 

multi tafsir karena merupakan penjabaran dan imflementasi dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah 

seharusnya tidak lagi menimbulkan banyak penafsiran dari kaidah dan 
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ketentuannya, karena sudah bersifat teknis, jelas dan tinggal diterapkan 

di lapangan.
48

 

Menurut Solly Lubis, Peraturan daerah adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama 

antara kepala daerah dan DPRD, yang berfungsi untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung 

kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan 

perundang-undangan di atasnya. Dengan kata lain, ia adalah peraturan 

setempat (locale verordening). Peraturan tertulis yang dibuat oleh 

penguasa setempat dan hanya berlaku di tempat atau daerah itu saja. 
49

 

b. Kedudukan Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah adalah suatu produk hukum yang bukan 

hanya berisi tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, tetapi juga berisi kekhasan dan kebutuhan local dalam kerangka 

otonomi. Peraturan daerah dibentuk oleh kepala daerah dan DPRD 

yang keduanya dipilih secara demokratis, berdasarkan asas kedaulatan 

rakyat, karena dibentuk oleh kepala daerah berhak menetapkan 
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peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas pembantuan.
50

 

Secara eksplisit, kedudukan Perda digambarkan dalam Pasal 7 ayat 

(1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, yang menentukan hierarki Peraturan Perundang-undangan 

sebagai berikut:
51

 

a. UUD 1945 

b. Tap MPR 

c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

d. Peraturan Pemerintah 

e. Peraturan Presiden 

f. Peraturan Daerah Provinsi dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Menurut Sukardi, peraturan daerah mempunyai karakter legislasi, 

yaitu legislasi daerah (delegated legislation). Kedudukan pemerintah 

daerah di dalam Negara kesatuan adalah di bawah pemerintah pusat. 

Menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut UUD. Karena itu, presiden berwenang melakukan 

pengawasan terhadap pemerintahan daerah agar tidak menyimpang dari 

Negara kesatuan. Dengan demikian, presiden berwenang melakukan 

pengawasan terhadap pembentukan peraturan daerah.
52
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7. Siyasah Maliyah 

Mengkaji konsep Negara dalam pandangan Islam yang merupakan 

bagian dari fiqh siyasah tidak terlepas dari kajian terminologi. Kajian yang 

tak terlepas dari proses ijtihad manusia dalam memahai siyasah islam. 

Secara bahasa makna siyasah (politik) adalah mengatur, mengendalikan, 

mengurus, atau membuat keputusan. 

Kajian Siyasah Maliyah (kebijakan politik keuangan negara) dalam 

perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur’an, Sunnah Nabi, praktik yang 

dikembangkan oleh al-khulafa’ al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam 

sepanjang sejarah. Siyasah Maliyah merupakan kajian yang tidak asing 

dalam islam. Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam 

system pemerintahan islam, karena menyangkut anggaran pendapatan dan 

belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas mengenai tentang 

sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara. 
53

 

Sīyasāh Māliyāh adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh 

pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nialai-nilai islam 

sebagai ukuranya. Kebijakan tersebut melingkupi hubungan negara dengan 

masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam 

aktivitas ekonomi. 

Tujuan didirikanya sebuah negara menurut Al Mawardi adalah 

mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia. 
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Pembuat kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah yang menjalankan 

negara menyangkut dua hal: pertama, mengadaptasi atauran hukum yang 

telah tersedia; kedua, mengisi kekosongan hukum dengan membuat 

aturan
54

. 

Dalam Siyasah Maliyah sangat berhubungan erat dengan tiga 

faktor yaitu: rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Dikalangan 

rakyat ada dua kelompok besar yaitu orang kaya dan orang miskin yang 

harus bekerjasama dan saling membantu. Siyasah al-Maliyah hadir agar 

kedua kelompok tersebut dapat melakukan hubungan timbal balik yang 

saling menguntungkan. Oleh karena Siyasah al-Maliyah mengatur cara-

cara kebijakan yang harus diambil untuk menyatukan kedua kelompok ini 

agar kesenjangan yang ada diantaranya tidak semakin melebar Produksi, 

distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, 

serta dijabarkan di dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan 

kepastian. Oleh karena itu, di dlam fiqh siyasah orang-orang kaya disentuh 

hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin 

diharapkan bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa 

mengharapkan karunia Allah.  

Pemungutan Retribusi dalam Islam sangat dilarang dan 

diharamkan, karena Retribusi merupakann sesuatu yang di benci dalam 

Islam. Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari 

hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan 
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didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah SWT, Sudah 

tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan 

banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak 

kemanusiaannya yang disimpulkan di dalam kaidah fiqh : 

لحََةِ  طٌ باِلأمَصأ اعِيَّةِ مَنوُأ مَامِ عَلىَ الرَّ ِ فُ الْأ  تصََرُّ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 

bergantung kepada kemaslahatan”
55

 

M. Quraish Shihab seorang ulama tafsir di dalam kitab tafsirnya 

Tafsir Al-Mishbah berpendapat, bahwa ayat di atas mengandung informasi 

tentang dalil-dalil hukum syari’at yaitu Al-Qur’an dan Sunnah yang 

disampaikan melalui perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, 

kemudian ijma’ yang disyaratkan dengan ulil al-amri minkum, lalu analogi 

atau qiyas yang dipahami dan perintah mengembalikan kepada nilai-nilai 

yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
56

 

Membahas kepemimpinan dan masalah yang terkait, kebanyakan 

para ulama lebih berbicara tentang imamah saja yang notabene merupakan 

tugas atau amanah bagi seorang pemimpin. Hal itu tentu saja sangat bisa 

dimaklumi, mengingat seorang imam hanyalah pemeran (subject) dari 

tugas imamah yang ada. Diantara definisi imamah adalah apa yang 

disebutkan oleh Ibn Khaldun yang mengatakan bahwa imamah adalah 

pengganti peran dari pemilik syari’at dalam menjaga agama dan dunia. 
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Sejalan dengan itu adalah apa yang diungkapkan oleh al-Mawardi yang 

mengatakan bahwa imamah atau kepemimpinan adalah penggantian peran 

kenabian dalam menjaga agama dan dunia. Ada definisi-definisi yang 

disebutkan oleh ulama lain, namun semuanya hampir bermuara pada hal 

yang sama yaitu bahwa imamah diwujudkan guna menegakkan 

kemaslahatan dunia dan akhirat bagi seorang hamba.
57

 

Definisi yang ada dapat diketahui beberapa hal terkait dengan 

gambaran seorang pemimpin dalam Islam, yaitu:  

a) Seorang pemimpin adalah figur umum yang akan diikuti dan menjadi 

panutan bagi orang yang berada di bawah kepemimpinannya; 

b) Ketika seorang pemimpin adalah panutan, maka ia harus bisa 

memberikan contoh terbaik, baik dalam menjalankan perintah maupun 

meninggalkan larangan; dan 

c) Seorang pemimpin adalah orang yang menguasai agama sekaligus 

mengetahui tentang pengaturan dan tata kelola masalah kehidupan 

dunia. 

Selan itu, lembaga ekonomi umat dan lembaga keuangan Negara 

seperti Bayt al-Mal, menjadi penting untuk mengatur dan menggerkan 

perekonomian umat pada umumnya. Pada masa Rasulullah Saw., Bāytūl 

māl lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap 

harta benda kaum Muslimin, baik berupa pendapatan maupun 

pengeluaran. Saat itu Bāytūl māl belum mempunyai tempat khusus untuk 
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menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu 

banyak dan tentunya belum mengharuskan adanya tempat atau arsip 

tertentu bagi pengelolaannya 

Dalam kaitan ini diperlukan pengawasan (al-muraqabah) yang 

pada intinya; 

1. Memiliki kesadaran bahwa dirinya diawasi oleh Allah SWT, kesadaran 

semacam ini hanya tumbuh atas dasar keimanan dan ketakwaan yang 

kokoh. 

2. Pengawasan  dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, baik 

secara langsung maupun melalui media massa. 

3. Diawasi oleh lembaga-lembaga yang khusus dibentuk oleh 

Pemerintah, dalam kasus Indonesia, semacam Badan Pengawa 

Keuangan. 

4. Adanya sanksi hukum yang tegas yang diterapkan semua orang tanda 

deskriminasi.  

Kaidah fiqih yang terkait dengan kepemimpinan seseorang 

terhadap orang lain ini, sangat erat kaitannya dengan segala bentuk 

kepemimpinan, terutama dengan kepemimpinan yang menyangkut 

kehidupan orang banyak. Sehingga kaidah ini memberikan batasan pasti 

terhadap kepemimpinan dalam bentuk perintah bagi orang yang 

memimpin untuk melakukan segala tindakan dengan dasar maslahat yang 

ingin diraih untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya 

sekaligus adanya larangan bagi mereka untuk melakukan tindakan yang 
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dapat mendatangkan bahaya atau kerugian bagi orang-orang yang 

dipimpinnya.
58

 

 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang sama dengan penelitian penulis, 

Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adalah penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. 

1. Penelitian A. Nur Fatmawati Syam, 2018 yang berjudul tentang 

“Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Ponrang Kabupaten 

Luwu”.
59

 Penelitian ini menjelaskan Pedagang mengeluhkan dan 

mempertanyakan tentang kemana retribusi pasar yang dibebankan kepada 

mereka yang dikarenakan pembangunan pasar yang masih terlihat jorok, 

becek, dan kelengakapan fasilitas kios dan los belum memadai seperti 

lantai dan atap, penataan pasar semakin amruk sehingga banyak kios dan 

los terbangkalai tidak digunakan di karenakan masyarakat lebih memilih 

mengunakan pelataran dan sebagian jalanan untuk berjualan, serta jalanan 

utama jauh dari kelayakan, maka sebagian pedagang merasa risi 
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dikarenakan jalur penjualannya tidak ramai dikunjungi sehingga 

pengasilannya mengurang. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu terfokus terhadap faktor 

pendukung dan penghambat pengelolaan retribusi di Pasar tersebut 

sedangkan penulis terfokus terhadap Pemungutan Retribusi pelayanan 

pasar. 

2. Penelitian Vika Kartika, 2018 yang berjudul tentang “Pengelolaan 

Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang”. 
60

 

Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar di 

pasar Pandeglang tidak berjalan dengan baik, dan perlu adanya solusi, 

banyaknya kios dan los yang tidak terpakai/non aktif. Terkadang pedagang 

memiliki sewa kios 2 sampai tiga kios, namun hanya membayar untuk satu 

kios, selebihnya untuk menyimpan stok jualan, dipasar Pandeglang juga 

tidak membayar kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan yang sudah 

ditetapkan. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu berfokus terhadap para 

pedagang yang tidak membayar kewajiban retribusi, dan tidak adanya 

dukungan teknologi informasi (IT) untuk membangun system informasi 

sedangkan penulis terfokus terhadap Pemungutan retribusi dan 

pembayarannya. 
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3. Penelitian Rachman Sandy Putra Agung, 2021 yang berjudul tentang 

“Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Masa Pandemi Covid-

19 Di Kota Bandar Lampung”.
61

 Penelitian ini menjelaskan bahwa 

pelayanan retribusi pasar belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah karena hasil yang dicapai belum maksimal. faktor 

penghambat yang dihadapi dalam Pelaksanaan optimalisasi retribusi 

pelayanan pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah 

tersebut yaitu minimnya sarana dan prasarana pasar, kebersihan, dan 

keamanan pasar; data wajib retribusi yang belum akurat; lemahnya 

pengawasan dan kurangnya kesadaran wajib retribusi, kurangnya pembeli 

pada saat masa pandemi. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu berfokus terhadap pelayanan 

retribusi pasar belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah, sedangkan penulis terfokus terhadap Pemungutan Retribusi 

retribusi dan  Penyebab tidak membayar. 

4. Penelitian Muhammad Yusri, 2017 yang berjudul tentang “Pemungutan 

Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Ibuah Kota Payakumbuh”.
62

 Penelitian 

ini menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi 

pelayanan Pasar Ibuah Kota Payakumbuh berupa kendala yuridis dan non 
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yuridis. kendala yuridisnya adalah tarif yang ditetapkan tidak sesuai 

dengan apa yang diberikan pedagang, sedangkan non yuridisnya berupa 

keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas terutama kolektor 

penagih dan kurangnya kesadaran pedagang terhadap pentingnya 

membayar retribusi. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu berfokus terhadap kendala 

yuridis dan non yuridis kesadaran pedagang terhadap pentingnya 

membayar retribusi. sedangkan penulis terfokus terhadap Pemungutan 

Retribusi Retribusi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam  

penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, penulisan ini 

termasuk dalam penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field 

Research) yaitu penelitian yang melakukan pengamatan tentang suatu 

fenomena yang terjadi. 

Penelitian ini menguraikan tentang “Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar Rumbai Pekanbaru)” 

Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Bogdan dan Taylor 

mengatakan Penelitian jenis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif
63

. Penelitian 
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kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dilakukan di Pasar Rumbai 

Pekanbaru Jl. Sekolah, Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. 

Penulis tertarik melakukan penelitian di pasar Rumbai karena masih 

banyaknya para pedagang yang tidak membayarkan kewajiban retribusi dan 

masih banyak yang telat dalam pembayaran sesuai dengan ketetapan peraturan 

daerah Pekanbaru. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pasar Rumbai  

2. Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah 

(Studi Kasus di Pasar Rumbai Pekanbaru) 

 

D. Informan Penelitian 

Informan Penelitian merupakan orang yang memiliki sumber data 

dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang diperlukan 

dalam penelitian.
64

 Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang 

terdiri dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala UPT pasar 

Rumbai, Kasubag TU UPT, 4 Satpel pasar Rumbai. 
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Tabel 1.3 

Informan Penelitian 

Nama Jabatan 

Saiful Amri, S.E Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Budi Noviarto Kepala UPT Pengelola Pasar 

Ryco Gystian Kasubag TU UPT 

Toto Setiadi Satpel Pasar Rumbai 

Samsir Tambunan Satpel Pasar Rumbai 

Darlis Satpel Pasar Rumbai 

Bembeng Satpel Pasar Rumbai 

 

 

E. Sumber Data 

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh memalui 

wawancara langsung dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 

Kepala UPT pasar Rumbai, Kasubag TU UPT, 4 Satpel pasar Rumbai. 

2. Sumber data sekunder dalam penelitian merupakan data pelengkap dari 

data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Kepala Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian, Dinas pasar Rumbai. 

3. Sumber data tersier merupakan bahan-bahan materi penjelasan terhadap 

data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah internet. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Observasi 

Observasi merupakan mengumpulkan data melalui pengamatan 

langsung di tempat penelitian. hasil dari pengumpulan tersebut penelitian 
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digunakan sebagai tambahan suatu informasi dalam penelitian. Penelitian 

ini untuk melihat bagaimana Pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 

2017 tentang Retribusi Pelayanan di Pasar Rumbai.
65

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara dua atau lebih orang yang 

dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. wawancara merupakan suatu 

bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang 

atau lebih. Wawancara pada penelitian ini dilakukan terhadap Kepala Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru, Pedagang di Pasar Pasar 

Rumbai, kepala UPT Pasar Rumbai.
66

 

3. Studi Kepustakaan 

Peneliti mengambil data-data berupa materi yang bersumber dari 

buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

4. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan 

untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, 

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 

mendukung penelitian. 

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data kualitatif, yang 

berupa mencari data atau informasi berupa benda-benda seperti buku, 

majalah, dokumen peraturan perundang-undangan,jurnal dan sebagainya. 

                                                             
65

 Albi Anggito, Johan Setiawan, “Metodologi Peneltiian Kualitatif”, (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018) Cet. Ke-1, h. 110 

66
 https://arenalomba.com/pengertian-wawancara/ Dikutip pada tanggal 19 Maret 2023 

Pukul 15.25 WIB 

https://arenalomba.com/pengertian-wawancara/


41 

 

 

Penulis menguraikan teori-teori berupa data yang bersumber dari buku dan 

jurnal yang berhubungan dengan masalah.
67

 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, dalam hal ini 

analisis data kualitatif ketika semua data sudah terkumpul maka penulis 

menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh 

dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.  

 

H. Teknis Penulisan 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan 

menggunakan metode sebagai berikut:  

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang 

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan 

kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. 

2.  Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh 

kesimpulan secara umum.  

3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah 

yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa 

sehingga dapat ditarik kesimpulannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif 

Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar Rumbai Pekanbaru) maka penulis menarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar 

Rumbai Pekanbaru) belum terlaksana dengan baik, setiap harinya UPT 

melakukan pengontrolan, khususnya pada jam-jam operasional yang 

diterapkan kepada para pedagang untuk memastikan pedagang 

melaksanakan kewajiban yang diberikan. 

2. Hambatan dan kendala pedagang tidak membayar retribusi pasar karena 

tidak ada penyuluhan dari Dinas pasar mengenai aturan retribusi yang 

sudah diterapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, keadaan 

ekonomi yang tidak stabil, dagangannya sepi, dan kurangnya kesadaran 

dari pedagang itu sendiri. 

3. Pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang retribusi 

pelayanan pasar berdasarkan Fiqh siyasah menjunjung tinggi prinsip 

kemaslahatan rakyat. Peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah diupayakan agar para pedagang bisa mematuhi dan 

menumbuhkan kesadaran diri dalam membayar kewajiban retribusi. 
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B. Saran 

Sebagai akhir dari tulisan ini, izinkan penulis memberikan saran 

kepada berbagai pihak sebagai berikut : 

1. Dinas perdagangan dan perindustrian dan Dinas Pasar seharusnya tegas 

dalam melaksanakan peraturan daerah dalam melaksanakan pemungutan 

retribusi pasar 

2. Diharapkan bagi kepala UPT dinas pasar memberikan sanksi/denda bagi 

para pedagang yang tidak membayar kewajiban retribusi pasar 

3. Kepada para pedagang di Pasar Rumbai diharapkan wajib membayar 

kewajiban retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan 

membayar sesuai tarif yang berlaku 
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https://kbbi.web.id/pemungutan Diakses pada 28 Mei 2023 Pukul 23.00 WIB 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-

hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/ Diakses pada 

tanggal 9 Juni 2023 Pukul 22.00 WIB 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/32815/8.%20Bab%20IV 

pdf?sequence=8&isAllowed=y Diakses pada tanggal 9 Juni Pukul 00.12 WIB 

https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-

berdasar-kemaslahatan-ewcWJ Diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 

23.45 WIB 

 

https://bkppkutim.com/pasar-rumbai-8552488516885051267/
http://repository.ut.ac.id/3923/1/ESPA4211-M1.pdf
https://rumbai.pekanbaru.go.id/home/visi-misi
https://kecamatanrumbai.pekanbaru.go.id/about.html
https://repo.iainlhokseumawe.ac.id/index.php?p=fstream&fid=2549&bid=2287
https://kbbi.web.id/pemungutan
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/32815/8.%20Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/32815/8.%20Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ
https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ


 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati 

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Rumbai Pekanbaru meliputi : 

A. Tujuan 

Untuk memperoleh informasi dan data yang baik mengenai kondisi fisik 

maupun non fisik pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Rumbai 

Pekanbaru. 

B. Aspek yang diamati : 

1. Alamat/lokasi Pasar  

2. Para pedagang di Pasar 

3. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pasar 

4. Keadaan pasar 

5. Jam operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Untuk Pengelola 

1. Mengenai sejarah berdirinya pasar Rumbai, apakah bapak bisa menjelaskan 

sedikit sejarahnya pak? 

2. Seperti yang sudah diketahui dan dijelaskan mengenai sejarah berdirinya 

pasar rumbai itu sendiri, lalu apa yang melatarbelakangi berdirinya pasar 

Rumbai? 

3. Dan juga Bagaimana kepemilikan pasar Rumbai apakah dikelola oleh 

Pengelola pasar rumbai sendiri atau melakukan korelasi antar dinas ya pak? 

4. Apa di pasar Rumbai memiliki struktur organisasi pada umumnya pak? Kalau 

ada boleh dijelaskan apa saja struktur bagiannya 

5. Mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi, bagaimana pelaksanaannya 

dilapangan pak? Apakah dari Dinas langsung yang memungut retribusinya? 

Lalu selama melakukan pemungutan, apakah ada kendala/hambatan? 

Untuk Dinas Pasar 

1. Mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di rumbai itu 

bagaimana pelaksanaannya di lapangan pak, apakah dipungut langsung oleh 

dinas pasar? 

2. Struktur organisasi dinas pasar bagaimana pak, apakah ada ? 

3. Lalu korelasi dari dinas Perdagangan dan Perindustrian ke Upt Pasar 

Rumbai seperti apa pak kalau boleh dijelaskan 

4. Apa ada data retribusi pasar Rumbai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2017? 



 

 

Untuk Pedagang  

1. Apakah pedagang di pasar mengetahui mengenai peraturan daerah no 8  

tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pasar ? 

2. Apakah ada penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pasar ? 

3. Apakah Dinas pasar selalu mengontrol ke pasar ? 

4. Apakah selama membayar retribusi ada kendala/hambatan? 

  



 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Bapak Saipul sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru Pada Tanggal 18 Januari 2023. 

 

 
Wawancara dengan Kepala UPT  Pasar Rumbai  

Pada Tanggal 11 Januari 2023. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan pedagang di Pasar Rumbai  

Pada Tanggal 11 Januari 2023 
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